
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.47, 2017 KEUANGAN OJK. Perusahaan Terbuka. RUPS. 

Rencana. Penyelenggaraan. Perubahan. (Penjelasan 
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6031) 

 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 10/POJK.04/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi 

pemegang saham minoritas, khususnya terkait dengan 

mekanisme perubahan hak atas saham serta 

penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik, perlu 

dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang 

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3608); 

   2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

   3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 374, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5644); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN 

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 

PERUSAHAAN TERBUKA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 

Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 374, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5644) diubah sebagai berikut: 

 

1. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 29A 

Dalam hal Perusahaan Terbuka memiliki lebih dari 1 

(satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara 
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perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a.  usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib 

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12; 

b. RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham pada 

klasifikasi saham yang terkena dampak atas 

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham 

tertentu, dengan ketentuan: 

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari 

jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham 

yang terkena dampak atas perubahan hak 

tersebut hadir atau diwakili, kecuali Undang-

Undang dan/atau anggaran dasar Perusahaan 

Terbuka menentukan jumlah kuorum yang 

lebih besar; 

2. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat 

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah 

dan berhak mengambil keputusan jika dalam 

RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian 

dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi 

saham yang terkena dampak atas perubahan 

hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali 

anggaran dasar Perusahaan Terbuka 

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;  

3. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 dan angka 2 adalah sah jika disetujui 

oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari 

saham dengan hak suara yang hadir dalam 

RUPS, kecuali Undang-Undang dan/atau 

anggaran dasar Perusahaan Terbuka 

menentukan bahwa keputusan adalah sah jika 

disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih 

besar; dan 
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4. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 

sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak 

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 

mengambil keputusan jika dihadiri oleh 

pemegang saham pada klasifikasi saham yang 

terkena dampak atas perubahan hak tersebut 

dalam kuorum kehadiran dan kuorum 

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan atas permohonan Perusahaan 

Terbuka. 

 

Pasal 29B 

Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas 

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham 

tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham 

pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini diberikan hak untuk hadir 

dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan 

perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham 

tersebut. 

 

2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 36A 

(1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik 

yang akan memberikan jasa audit atas informasi 

keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam 

RUPS Perusahaan Terbuka dengan 

mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. 

(2) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan 

penunjukan akuntan publik, RUPS dapat 

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada 

Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: 

a. alasan pendelegasian kewenangan; dan 
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b. kriteria atau batasan akuntan publik yang 

dapat ditunjuk.  

 

Pasal II 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Maret 2017 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Maret 2017 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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